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KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35/KP/I1/1995

TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN WAJIB UPAYA' PENGELOLAAN

LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UPL) BIDANG PERDAGANGAN

MENTERT PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan yang menghapuskan adanya keharusan
laporan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan
Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), maka

dipandang perlu melakukan pengaturan penanganan
dampak lingkungan kegiatan usaha perdagangan.

'Bcdrifjsrcglemé;fcrings Ordonnantie 1934 (StaatsF
blad tahun 1938 Nomor 86);

Ll
.

2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3215);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3538);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor
476/Kp/1X/81, tentang Ketentuan Perizinan Usaha
Jasa Survey;

7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XI1/
84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
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8. Kcputusan Menteri Perdagangan Nomor 377/Kp/X1/88
tentang Gudang dan Jasa Pcrgudangan (Vcem);

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep. 12/MENLI/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL); -

10. Keputusan Mcnteri Perdagangan Nomor 22/Kp/I1/1995
tentang Standardisasi, Sertiflikasi, Akreditasi
dan Pecngawasan Mutu Di Lingkungan Departemen
Perdagangan

MEMUTUSI KAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 175A/Kp/V1/92 tentang Pceclaksanaan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi
Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha
Perdagangan.

KEPUTUSAN  MENTERT PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.. .

TENTANG PENETAPAN KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UPL) DAN UPAYA PEMANTAUAN L INGKUNGAN
(UPL) BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Laboratorium Surveyor adalah Jaboratorium yang
digunakan olch suatu badan usaha yang melakukan

kegiatan usaha jasa survai untuk menentukan
kualitas dan kwantitas barang.

b. Laboralorium Penguji Mutu (LPM) adalah laborato -
rium yang telah diakreditasi Departemen Perdagang
an untuk melaksanakan pengujian mutu mata dagang
an Llertentug

¢. Pasar Swalayan (Supcrmarket) atau Toko Serba Ada
(Department Store) adalah badan usaha yang
menjual barang dagangan eceran secara langsung
kepada konsumen akhir sccara swalayan

d. Usaha jasa pcergudangan (Veem) adalah usaha yang
menggunakan  gudang untuk melakukan kegiatan
menampung, menvmpuk, mengerjakan dan  mewmpersiap-
kan barang untuk kepentingan pemilik barang;




(1)

(2)

(3)
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Pusat Perltokoan / Perdagangan adalah badan usaha
yang mengelola toko-toko atau kios-kios untuk
menjual barang cceran secara langsung kepada
konsumen; :

Bengkel adalah usaha jasa, jperbaikan dan pelumasan
kendaraan bermotor.

Toko bahan kimia adalah toko yang menjual dan
menyimpan bahan kimia yang mengandung bahan
beracun berbahaya dalam bentuk apapun; '

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantavan Lingkungan (UPL) adalah . suatu uraian
mengenai lata cara dan pelaksanaan pengelolaan
dampak Jingkungan bagi rencana usaha atau
kegiatan perdagangan, agar tidak menimbulkan
dampak lingkungan.

Pasal 2

Rencana usaha atau kegiatan perdagangan yang
tidak mempunyai dampak penting, dan atau secara
teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya,
diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Rencana usaha atau kegialan Perdagangan yang di
haruskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKLL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai
berikut :

a. Laboratorium Surveyor;

b. Laboratorium Penguji Mutu;

c. Pasar Swalayan (Supcrmarket) atau Toko Serba
Ada (Department Store);

d. Jasa Pergudangan (Vecm);

e. Pusat Pertokoan/Pcrdagangan dengan luas areal
kurang dari S5 la atau luas bangunan kurang
dari 10.000 m2. .

f. Bengkel yang memerlukan Surat Izin Usaha
Pcrdagangan, dan tergolong Perusahaan Besar;

g. Toko bahan kimia.

Dalam mclakukan UKL dan UPL secbagaimana dimaksud
ayat (2) penanggung jawab kegiatan usaha per-
dagangan, diwajibkan mengisi formulir UKL dan UPL
sesuai dcngan Pcdoman Teknis untuk kegiatan
usaha pcrdagangan yang bersangkutan masing-masing
scbagaimana tercantum dalam Lampiran I, 11, I11
IV dan V Keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini
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Pasal 3

(1) Bagi rencana usaha atau kegiatan perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
pengisian formulir UKL dan UPL dilakukan sebelum
diterbitkannya Surat 1Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau SIUP Jasa Pergudangan (Veem) oleh
Kantor Wilayah Departemen Perdagangan/Kantor
Departemen Perdagangan, atau Izin Kegiatan Usaha
Surveyor atau Registrasi Laboratorium Penguji
Mutu (LPM) oleh Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Departemen Perdagangan. ‘

(2) Formulir UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan Surat Pernyataan Pemrakarsa atas
kebenaran dan kesungguhan untuk melaksanakan UKL
dan UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Keputusan ini, disampaikan bersama dengan
permohonan izin usaha perdagangan dan merupakan
"persyaratan tambahan di dalam pemberian izin
kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J AKARTA
Pada tanggal : 28 Pebruari 1995

T STy
Lo TERDag o

disampaikan kepada :

Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan
Departemen Perdagangan;

Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
Para Kepala Kantor Wilayah Departcmen
Perdagangan.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 35/KP/11/1995
TANGGAL : 28 PEBRUARI 1995

PEDOMAN TEKNIS

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL} DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN (UPL) RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

LABORATORIUM PENGUJI MUTU

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana
usaha atau kegiatan bersangkutan.

1.2, Dasar Hukum

" Dasar hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

a.

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;

Keputusan Menteri Perdagangan No. 872/Kp/VII/85 tentang Pengawasan
Mutu Barang Ekspor;

Keputusan Menteri Perdagangan No. 63D/Kp/VII/88 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan No. 872/Kp/VII/85 tentang
Pengawasan Mutu Barang Ekspor;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: Kep-12/MENLH/3/94
tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No.
54/DAGLU/Kp/X/85 tentang Pelaksanaan Pengawasan Mutu Barang Ekspor;

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No.
SS/DAGLU/Kp/X/8S tentang Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu
Barang;
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Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No.
S6/DAGLU/Kp/X/85 tentang Penerapan Pengawasan Mutu 38 (tiga puluh

. delapan) Jenis Mata Dagangan Untuk Ekspor;

Peraturan-peraturan daerah lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan
lingkungan dan izin terkait.

URAJAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

2.1.

Data Umum Perusahaan :

a.

e.

Nama Perusahaan/Proyek/Unit
Pelayanan Teknis (UPT)
(Sesuai dengan akte pendirian
perusahaan/SK. Pendirian
Proyek/UPT)

Tanggal Pendirian atau
Pembentukan Perusahaan/
Proyek/UPT

Alamat Kantor :
Telepon :
Faks/Telex :

Nomor NPWP
(Nomor wajib pajak perusahaan)

Nama dan Jabatan Pimpinan/ :
Penanggung Jawab Perusahaan/
Proyek/UPT

Lokasi Rencana Usaha atau Kegiatan

® Jalan :
© Desa :
® Kecamatan :
¢ Kotamadya/Kabupaten

® Propinsi :

Agar dilampirkan peta lokasi kegiatan dengan menggunakan skala yang
memadai (1 ; 50.000, bila ada)
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Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan :

Rencana Kapasitas Pelayanan
(jumlah sample yang dianalisa)
per tahun.

Bagian ini mencantumkan jenis, jumlah, sifat bahan, cara penyimpanan
yang digunakan pada setiap tahunnya.

Rencana Status Lahan Usaha : Hak milik/HGU/Sewa/
Hak pakai/Hak mengelola
(pilih yang sesuai)

Rencana Status Permodalan PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/
BUMN/Pemerintah (pilih yang
sesuai)

Rencana Sumber Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/
BUMN/Pemerintah (pilih yang
sesuai)

Perizinan yang Sudah Dimiliki pada Saat Dokumen Dibuat.

No. Jenis izin Nomor dan tgl Pemberi izin Masa Berlaku
diterbitkan (tahun)

01.

02,

03.

dst

Catatan : Copy perizinan di atas agar dilampirkan.

Rencana Struktur Organisasi.

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab
pengelolaan dan pemantauvan lingkungan dalam organisasi manajemen
kegiatan/usaha yang bersangkutan.
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Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No. Uraian Jumlah dan Kualifikasi Tempat asal
satuan pendidikan tenaga kerja *)

01,

02.

i} |

*)

Warga Negara Asing, penduduk sekitar proyek,
pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)

2.2. Rencana Kegiatan

a.

Pra Konstruksi

Pemilikan lahan baru

Kegiatan pembebasan lahan, dijelaskan proses pembebasan
lahannya (dasar pembebasan lahan); (jika dalam bentuk uang
berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).

Penempatan sewa gedung/kontrak
Kegiatan perjanjian kontrak, dijelaskan proses sewa atau kontrak

antara pihak yang memohon dan yang memberikan sewa/kontrak
melalui surat perjanjian yang sah secara hukum.

Konstruksi

Untuk lahan baru (Pembangunan Gedung baru) :

teknologi yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut,
umpamanya pemancangan tiang dengan sistem tiang pancang
atau bor; jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah
yang digunakan untuk menguruk dan berapa volumenya; jumlah
dan jenis peralatan pada tahap konstruksi yang digunakan.

Pemakaian tenaga kerja
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Operasi

Diuraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan (60 % harus
menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat
pendidikannya);

Jumlah tenaga kerja yang dipakai :

esesecsness Orang (lokal/setempat)

..... «esess Orang (pendatang)

........... orang (asing)

Diuraikan jenis peralatan yang digunakan dan tata cara atau
metode yang dipakai dalam kegiatan pengambilan contoh, bila
ada; ‘

S.
Diuraikan kegiatan pengujian apa saja yang dapat dilakukan
terhadap mata dagangan untuk keperluan ekspor (terdiri dari 48
jenis mata dagangan) dan atau mata dagangan yang lainnya
selain tersebut diatas.

Diuraikan alur kegiatan pengujian mulai dari penerimaan contoh
uji sampai dengan terbitnya hasil pengujian, sesuai dengan
pedoman DSN 01 tahun 1991;

Diuraikan jenis dan jumlah peralatan, bahan Kkimia yang
digunakan dan tata cara atau metode pengujian yang dipakai
(baik standar nasional maupun internasional) dalam setiap
karakteristik pengujian;

Tata cara penanganan peralatan dan bahan kimia harus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di laboratorium (sesuai dengan
pedoman DSN 01 tahun 1991);

Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

Pemanfaatan Iahan untuk Luas (ha)

Bangunan
Resapan air atau taman

Parkir, jalan dil yang kedap air

Catatan :

Total luas lahan yang dimiliki

dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan patuhi luas
daerah hijau (BCR) yang telah ditetapkan daerah,
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Rencana Penggunaan Energi

No. Penggunaan Energi Jenis energi Asal/Sumber Kapasitas
I 1. Penerangan lokasi gedung Listrik - PLN
laboratorium - Genset
-dl
2. Penerangan taman dan
tempat parkir
3. dst.... |
|| || Jumlah II

Rencana Penggunaan Air

No. Penggunaan Air untuk Asal/sumber air Volume (m3 /hari
1. Kegiatan konstruksi
2, Kegiatan Operasional :

- Kebutuhan kegiatan

pengujian

- Kebutuhan karyawan

- dil,
3. dst....

Volume total

L

Catatan :

Jika menggunakan sumur air dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air

dalam dari instansi yang berwenang.
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Prakiraan Jenis Limbah Yang Akan Dihasilkan dan Rencana

Penanganannya
Kegiatan yang Jumlah/ Rencana
No. Rencana/ menghasilkan Jenis limbah Volume penanganan
tahap kegiatan limbah/cemaran limbah
lain
1. Pra Kon- - - - -
truksi
2. Kontruksi penggunaan Debu/asap - Penanganan
mesin tiang Kebisingan pada sumber -
tiang pancang Penyuluhan
atau bor pada masya-
dst.... rakat sekitar
nya
3. Operasi Pelaksanaan 1. Cair
pengujian dst... 2. Padat Membangun
3. Gas unit pengolahan
4. Debu limbah
— ]
Catatan : Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat.

INFORMASI RONA LINGKUNGAN

3.1.

Kualitas Udara

Parameter

Nilai *)

Baku mutu lingkungan (sesuai SK
Gubernur/ Perda/Nasional)

Debu

Kebisingan

dst...

Catatan : *) data primer atau sekunder dan cantumkan satuannya




3.2. Kualitas Badan Air Penerima
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No. Parameter Nilai *) Baku mutu lingkungan (sesuai SK
Gubernur/ Perda/Nasional)
1. Padatan
Tersuspensi (SS)
2. Pl
3. BOD
4, con
s. Sulfida (11,Sy
6. Amoniak

Catatan :

*) data primer dan cantumkan satuannya

- Cantumkan (golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku/
lokasi dan titik sample harus representatif)

3.3. Kualitas Air Sumur

No. Parameter Nilai *) Baku mutu lingkungan (sesuai SK
Gubernur/ Perda/Nasional)
1. Temperatur
padatan tersuspensi
(6]
2. ri
3. Zat Organik
4, Kesadahan
S. Bakteri E. Coli
6. dil.

Catatan :

*) data primer dan cantumkan satuannya
- Air sumur yang dianalisa terutama air smnur yang digunakan sebagai  air
baku dan air sumur penduduk yang terdekat dengan rencana kegiatan
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Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi
lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur
ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait
dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

Kesehatan Masyarakat
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi fasilitas kesehatan dan jenis penyakit
dominan yang sering terjadi disekitar rencana kegiatan.

Pemanfaatan Lahan oleh Pihak Lain Sekitar Lokasi Rencana Kegiatan

a. Sebelah Utara

b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila
ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan
(dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan
berada (jika ada)
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IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN TERJADI
[ == = —— )
No. Rencana Kegiatan yang Jenis Jenis dampak Komponen Tolok ukur
Kegiatan berpotensi limbah Lingkungan dampak/
menghasilkan yang terkena limbah **)
limbah dan dampak *)
menimbulkan
dampak
I Pra Konstruksi 1. Penentuan - - keresahan - Masyarakat ada tidaknya
lokasi sosial sekitar keresahan
- reaksi masyarakat rencana
kegiatan
2. Pembebasan - tidak puas atas - Pemilik
lahan ganti rugi lahan
3. Pemakaian - tidak puas dengan - Pemilik
sewa gedung perjanfian kontrak gedung
- dst...
4. dst....
1. Konstruksi 1. Pemasangan bising | - pencemaran udara - udara dan
tiang pancang asap dan kebisingan masyarakat
2. Pembuatan debu
adukan semen
3. dst...
L. | Operasi L. Pelaksanaan limbhah | - pencemaran - udara, air -SS
pengujinn padat, lingkungan dan - pll
2. Pemakaian cair masyarakat - BOD
bahan kimia - bau -COD
3. dst... -15,8
- NI,
- penurunan -SS
kualitas air -pll
sumur - Zat organik
- penurunan - Kesadahan
kualitas badan air - E.Coli
sungai

*) Mencakup Fisik-Kimia, Biologi, Sesekbud, dan Kesehatan Masyarakat.

Catatan : Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat, dapat disesuaikan dengan

jenis kegiatan pengujian laboratorivi yang akan diusahakan.
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UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

— ————|
Upaya Pengelolaan Dampak
Jenls Penyebab Dampak Sasaran
Dampak Teknis Pengelolaan Spesifikasi Lokasi *)
design
keresahan Penentuan lokasl Informast pada
sosial masyarakat &
instasi yang terkait
serta pemuka agama
tentang rencana
kegiatan
reaksi
masyarakat
tidak puas Pembebasan lahan Ganti rugi yang
atas ganti memadai dan ***)
rugi pendekatan/musyaw
arsh dengan
masyarakat
tidak puas Pemakaian sewa musyawarah dengan
dengan per- | gedung pemilik gedung
Janjian
kontrak
pencemaran | pemasangan tiang membuat peredam
debu dan pancang peralatan suara **) ‘
kebisingan besar : - bahan ...
dst.... - ukuran ...
pencemaran | pelaksanaan membuat unit
air pengujian pengolah limhah
dan pemakaian ") - volume .... | - dalam
bahan kimia v (panjang, lokasi
lebar, tinggi) kegiatan
dst... - konstruksi
- sistem ...

*) Cantumkan sasaran (data kualitatif dan kuantitatif) dari setiap pengelolaan yang dilakukan

«%) Agar dilampirkan gambar dari setinp upaya pengelolnan yang akan dibangun berikut asumsi -
asumsi yang digunakan sebagai dasar penentuan rancangan spesifikasi design unit pengelolaan
dampak.

»++) Lampirkan proses penyelesaian ganti rugi dengan masyarakat yang terkait.

Catatan : - Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat, dapat disesuaikan dengan jenis
kegiatan pengujian laboratorium.

- Cantumkan peta lokasi pengelolaan.
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VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

No. Jenis Dampak Tolok ukur Lokasi Waktu dan Teknik
yang dipantau yang dipantau pemantauan frekuensi pemantauan
pemantauan
1. keresahan sosial
2, reaksi
masyarakat
3. tidak puas atas
ganti rugi
I 4. tidak puas
dengan
perjanjian
kontrak
S. pencemaran
debu dan
kebisingan
“ 6. Pencemaran air IL,S, NIl, dan
bahan kimia
yang
berbahaya
lainnya, ‘dst.
7. dst. ...

Catatan : 1 Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi
timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana
kegiatan. :

2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak
kegiatan dengan skala yang memadai.

3. Hasil pemantanan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL
dan UPL.

4, Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak

yang akan dikelola.
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MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR  : 35/KP/11/1995
TANGGAL : 28 PEBRUARI 1995

PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN PASAR SWALAYAN (SUPERMARKET);
TOKO SERBA ADA (DEPARTMENT STORE); PUSAT PERTOKOAN/PERDAGANGAN

I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana
usaha atau kegiatan Pusat Pertokoan,Perbelanjaan,Perdagangan; ‘Toko Serba
Ada (Department Store); Pasar Swaluyan (Super Market).

Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

c. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-
12/MENLH/3/1994

d. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1458/KP/X11/84 tentang Surat
Ijin Usaha Perdagangan

e. Peraturan-peraturan daerah yang sesuai
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II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Umum Perusahaan

a.

RO LT

Nama Perusahaan

(Nama Badan Usaha sesuai
dengan yang tercantum
dalam akte pendirian
Perusahaan)

Alamat Kantor
Telp
Faksimil

Nama Pimpinan/ :
Penanggung Jawab Kegiatan

Lokasi Rencana Kegiatan

- Jalan

- Desa :
- Kecamatan , :
- Kabupaten :
- Propinsi

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-
bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh
dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

Rencana Status Lahan Usaha : Hak milik/ HGU/Sewa/Hak pakai/Hak
mengelola (pilih yang sesuai)

Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/(pilih yang
sesuai)

Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pimjaman



h.
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MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

Jenis izin

Nomor dan tanggal
penerbitan

Pemberi izin

2
4 -

Masa berlaku
(tahun)

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen -
kegiatan yang bersangkutan.

J- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
_'%
No. Uraian Jumiah dan satuan Kualifikasi | Tempat asal
pendidikan tenaga kerja
*)
Teknis
Non Teknis

*)

Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)
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RENCANA KEGIATAN

b.

Pra Konstruksi

Konstruksi

Penentuan Lokasi (untuk Lahan baru) : Uraikan dasar penentuan

lokasi

!

Kegiatan pembebasan lahan :

Untuk lahan yang masih baru dijelaskan ' proses
pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam
bentuk apa (jika uang berapa besarnya atau relo- kasi
penduduk dan sarananya).

Untuk lahan bekas pasar yang terbakar perlu dijelaskan
sejauh mana pedagang lama dapat memperoleh tempat
dilahan yang baru tersebut.

Apakah rencana kegiatan tidak merusak cagar budaya atau
bertentangan dengan kepentingan penduduk

Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.

Untuk Pusat pertokoan yang baru dibangun uraikan
teknologi pembangunannya misal pemancangan tiang
dengan sistem tiang pancang atau bor yang digunakan
untuk pondasi; jika dilakukan pengurukan agar
dijelaskan asal tanah dan berapa volume yang digunakan
untuk menguruk tersebut; jumlah dan jenis peralatan
yang digunakan.

Untuk pusat pertokoan yang dibangun diatas lahan bekas
terbakar perlu diuraikan penanganan sampah bekas
pembersihan lahan; teknologi pembangunannya; jumlah
dan jenis peralatan

Pemakaian tenaga kerja
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c. Operasi

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

Relokasi pedagangan lama (untuk kasus kegiatan yang berlasung
dibekas pasar yang terbakar)

Uraikan Jumlah Tenaga Kef-ja yang dimanfaatkan ( 60 % harus
menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat
pendidikannya '

Uraikan Quality Control bahan makanan yang
diperdagangankan, misal cara penyimpanan daging agar tidak
terjadi keresahan masyarakat ditinjau dari segi agama; kontrol
bahan makanan yang sudah melewati batas kadaluarsa.

Uraian tentang sistem penjualan sehubungan dengan keresahan
para pedagang tradisional yang terletak didekat lokasi rencana
kegiatan.

Pemanfaatan lahan untuk Luas (ha)

Bangunan
Resapan air atau taman

Parkir, jalan dll yang kedap air

Catauan @

Total luas lahan yang dimiliki ll

dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai dan Patuhl luas
daerah hijau (BCR) yang telah ditetapkan daerah
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Rencana Penggunaan Energi

No. | Penggunaan Energi | Jenis energi | Asal/Sumber Kapasitas
1. Penerangan lokasi Listrik , | -PLN
perdagangan - Genset
- dll
2. Operasional pasar
3. dst....
Jumlah

Rencana Penggunaan Air

No. Penggunaan Air untuk | Asal/sumber air | Volume (m3 /hari)
1. Operasional pasar
2. Penyiraman taman
dan lingkungan
3. dst....
Volume total
Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air

dalam  dari instansi yang berwenang
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RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

Parameter Nilai *) | Baku mutu lingkungan (sesuai SK "

Gubernur/ Perda/Nasional)

Debu
Kébisingan

dst...

— =

Catatan : *) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumkan satuannya
2. Kualitas Badan Air Penerima
No. Parameter Nilai *) | Baku mutu lingkungan (sesuai SK
Gubernur/ Perda/Nasional)
1. Padatan
tersuspensi
2. PH
3. BOD
4, (000)))
S. Minyak & Lemak
Amoniak

*) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumnkan satuannya

- Cantumkan golongan badan air/sungai sesual ketentuan yang berlaku
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3. Kualitas Air Sumur
No. Parameter Nilai *) [“Baku mutu lingkungan
(sesuai SK Gubernur/
Perda/Nasional)
1. Padatan
tersuspensi (ss)

2. PH
3. Zat Organik
4. Kesadahan

S. Bakteri E. Coli

Catatan : *) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumkan
satuannya
- Air sumur yang dianalisa terutama air sumur yang akan digunakan sebagai air
baku dan air sumur penduduk yang terdekat dengan rencana kegiatan

4. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi
lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur
ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait
dengan perkembangan rencana kegiatan ini,

5. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan
Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila
ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan
(dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

6. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan
berada (jika ada)
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".=Rmm Keglatan Keglatan yang berpotens! s : Komponen Tolok vkur dampak/
menghastikan limbzh dan Jenis limbab Jenls dampak ® Lingkungan yang Hmbah **)
menimbulkan dampak terkena dampak

1. Pra 1. Penentuan lokasl - 1. keresahan soslal Masyarakat sekitar ada tidaknyn
Koastruksl 2, reaksl pentoka rencana keglatan keresahan
agama/masyarakat .
" 2. Pembebasan lahan 1. tidak puas alas gant) rugl
3. Penggusuran penghuni lama 1. keresahan penghunl lama 1. Penghunl lama
(untuk bekas lahan darl akibat keildakpastian
keglatan lain) mendapat lempat dilahan
yang baru
2. Konstruksl L.mmobllisas! matertal & peralatan debu, blsing 1. pencemnaran debu dan 1. udara &
besar keblsingan masyarakat
2. Kemacetan lalu lintas & 2. Masyarakal sekitar
Kerusakan prasarana
umum
2. Mobllisasl tenaga kerja 1. keresahan & kecemburuan
soslal
3, Operas! 1. keglatan perdagangan 1. llmbah 1. pencemaran air dan Baden alr dan udara Baku muts yang
calr,padal pencemaran udara berlaku
dan
kotoran 2. keresahan masyarakat Masyarakat
manusia
2. pemakalan alr (tanzh dangkal 1. Keringnya sumur
atav anah dalam) penduduk
2. longror dibawah tanah/
Intrus! alr laut
3. peagoperastan dlescl/genset 1. pencemaran udara
2, keblsingan
4, Operasional dapur restauran calr 1. pencemaran air & udara Badan alr dan udara
alav warung (mlnyak &
lemak), bau
5. Mobllisas) tenaga kerja Keresahan dan k
sostal
*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat
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UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

er————
e —

Upsya Pengelolaan Dempak
Jeals Dampek Penycbeb Dampak
Teknis Pengelolasn  , ? Spesifikesi Lokasi
design
1. orosahan sosial 1. Pencntuan lokasi Informasi pada masysraket &

2. realsi pemuka egama/ma-
syarskat

1. tidak puas atas ganti nugi

1. keresehan pedageng lama
akibet ketidakpastian
mondapet empat dilahan
yang bery

1. penccmnsran debu dan kebi
singan scrts ke laly

2. Mobilisasi tenage kerja

Pembebasan lahan

instasi yang terkait scrta
pemuka agama tentang rencana
kegiatzn

Ganti rugi yang memadai dan
pendekatan /musyawarah
dengan masyarakat

1 izn untuk foratk

Penggusuran pedagang lama
(untuk bekes lahan terbakar

mobilisasi malcrial &
! besar

lintas & kerusakan
prasarena umum

1. Kercsahan & kvoombrnuan
sosisl

2. Mobilisasi tenags kerja

). pencomaran sir dan kegisten perdsgangan
pencemarnn uders
1. keringnys sumur p pemakaian air (tansh
dangkal stau tanah dalam)
1. pencemanan udars pengoperesian dicsel
2. kebisingan

prioritas ditempat baru

Pengaiuran koccpstan
kendarsen, pembersihan &
penyiraman sccars
berkala,perbaiken dan
pemcliharezn prasarana wmtan

Prioritas untuk tenaga kerja

scicmpat dan penyuluhan
torhadep tenaga kerja dari har

Pembuatan septic tank yang
stander untuk pembuangan we;
pembusten tempat sampah
dengen ukuran yang memadai
(sampeh bessh terpissh dengan
sampah kering dan sampeh
dianglat pada setizp bari kerja
kurang dari 24 jam)

izin pengambilen air tanah
dalam (SIPA);permakzian air
PAM;

merodam kebisingen & gas
yang dihasilken harus dibawsh
ambang batas

Prrnh

F grease trap uniuk

stsu warung

menangkap minysk dan lemak.
Pembuatan kolam scrash untuk
menurunkan BOD & COD

10
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VL. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak
yang dipantau

——
e—

Tolok ukur Lokasi_. Waktu dan | Teknik
yang dipantau | pemantauan | frekuensi pemantauan
(]! pemantauan

*) Catatan :

Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi
timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.

Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan
dengan’ skala yang memadai.

Hasil pemantavan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan
UPL.

Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang
akan dikelola.

11
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VII. PELAPORAN
Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. BKPM/BKPMD jika pembangupan proyek menggunakan fasilitas
PMA/PMDN

2. Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
3. Bapedal
4. Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam
bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12
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LAMPIRAN Il : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 35/KP/11/1995
TANGGAL _ 28 PEBRUARI 1995

PEDOMAN TEKNIS °
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN JASA PERGUDANGAN

L PENDAHULUAN

].

Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana
.kegiatan Pergudangan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

a.

b.

Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No.Sl tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.31/Kp/1/80 tentang
Pergudangan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94
tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan .

Keputusan Menteri Perdagangan No. 377/Kp/X1/88 tentang Gudang dan
Jasa Pergudangan.

Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan
UPL
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URAIAN RENCANA KEGIATAN

1.

Data Umum Perusahaan

a.

b.

Nama Perusahaan

[Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian
Perusahaan ]

Alamat Kantor

Telp

Faksimil

~ Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab Kegiatan
Lokasi Rencana Kegiatan

- Jalan

- Desa

- Kecamatan
- Kabupaten
- Propinsi

e oo o

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-
bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh
dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak
Mengelola (pilih yang sesuai)

Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang
sesuai)

Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman
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h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

No. Jenis izin | Nomor dan tanggal | Pemberi izin | Masa berlaku
penerbitan (tahun)

l.

20

dst.

h

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen
kegiatan yang bersangkutan. _ -

IR Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
_
Jumlah dan satuan | Kualifikasi | Tempat asal
No. Uraian pendidikan tenaga kerja
*)
1. Teknis
2. Non Teknis

=
*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)
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RENCANA KEGIATAN

c.

Pra Konstruksi

Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atau Bekas kegiatan
lain) a

Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan
lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika
uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana
relokasi penduduk dan sarananya (utilitas).

Konstruksi

Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.

Untuk Pergudangan yang baru dibangun misal pemancangan
tiang dengan sistem tiang pancang atau bor; jika dilakukan
pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk
menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang
digunakan.

Untuk Pergudangan yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan
lain perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan
lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan

Pemakaian tenaga kerja

Operasi

Uraikan tentang lalu lintas kendaraan angkutan barang yang ke
luar masuk lokasi.

Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan ( 60 % harus
menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat
pendidikannya

Uraikan tentang penanganan barang-barang yang disimpan,
misal barang-barang yang sensitive terhadap bau, mudah
terbakar,, korosif, dan lain sebagainya. Demikian juga tentang
cara penanganan cecerannya.

Jika gudang tersebut dibuat untuk disewakan, perlu dijelaskan
Jjenis barang apa saja yang dapat disimpan digudang tersebut dan
berapa lama waktu tinggalnya.




MENTERI PERDAGAN GAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.
No. Pemanfaatan lahan untuk Luas (ha) "
1. Bangunan ,
2. Resapan air atau taman
3. Parkir, jalan dll yang kedap air
Total luas lahan yang dimiliki "
Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan Patuhi

ketentuan daerah hijau (BCR) yang ditetapkan daerah.

4. Rencana Penggunaan Energi
No. Penggunaan Jenis energi | Asal/Sumber Kapasitas "
Energi -

1. Penerangan lokasi Listrik - PLN

pergudangan - Genset
-dl

2. Penerangan
pelataran

3. dst.... "
Jumlah "

5
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Rencana Penggunaan Air

No. | Penggunaan Air untuk | Asal/sumber air | Volume (m3 /hari ”

1. Operasional gudang ' ”

2, Penyiraman taman dan

lingkungan
3. dst....
Volume total . ”
Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air

dalam dari instansi yang berwenang

Bagan alir

‘Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian penggunaan gudang dilengkapi -

dengan lalu lintas(frekwensi dan tonasenya) pemindahan barang dari dan ke
gudang.
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7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihasilkan dan rencana penanganannya
No. | Rencana/ Kegiataan yang -. Jenis Jumlah/ | Rencana
tahap menghasilkan Limbah Volume | Penangana
kegiatan limbah/ & n Limbah
Cemaran lain
1. Pra
Konstruksi
2. Konstruksi Pengakutan Debu
material
Penggunaan alat | Debu
berat
3. Operasi Bongkar muat Ceceran/B
3 (padat,
cairan,de
bu/gas)
Pengangkutan Debu
barang

B3: Bahan Beracun Berbahaya

RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

No.

Parameter

Nilai *)

Baku mutu lingkungan
(sesuai SK Gubernur/
Perda/Nasional)

Debu

Catatan :

Kebisingan

*) data primer atau sekunder dan cantumkan satuannya
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2. Kualitas Badan Air Penerima
No. Parameter Nilai,*) Baku mutu lingkungan
(sesuai SK Gubernur/
LPerda/Nasional)
1. Sulfida (H2S)
2. pH
3. Padatan
tersuspensi
4, BOD
S. COD
6. Minyak &
Lemak
7. Amoniak
Catatan : *) data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatip) dan
cantumkan satuannya
- Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi
lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur
ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait

dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

4. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila
ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan

(dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

S. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan

berada (jika ada)
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TERKENA DAMPAK

—

DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG

Keglatan yang berpotens) Jenls (Imbah Jenls dampak *
Rencana menghastikan imbah dan !
Keglatan mealmbdulkan dempak
Pra Konstruksi 1. Penentuan - l.kereszhan sostal Masyarakat ada tidak nya
okas) 2. reaks! pemuka sekitar rencana ke~ resahan
agama/masyarakat keglatan
2. Pembebasan 1. ttdak puas
lahan atas ganil
rugl
1. keresahan 1. Penghun)
3. Pennggusuran penghun! lama penghuni lama
(untuk bekas tahan darl lama akibal
kegiatan laln) ketldakpastian
mendapat
tempat dita-
han yang
baru
2. Konstruksl 1. mobilisast debu,blsing 1. pencemaran debu dan 1. Udara &
malerial & keblsingan masyarakat
peralatan besar 2. Kemacetan falu lintas & 2. Masyarakat
Kerusakan prasarana sekitar
umum
2. Mobilisas) 1. keresahan &
tenaga kerja kecemburuan sosial
3. Operast 1. keglatan 1. limbah cale, 1. pencemaran alr dan
pergudangan padal dan pencemaran udara
kotoran
manusla
2. pemakalan alr (tanah dangksl 1. kerlngnya sumur pen-
atau tanah dalam) duduk
2, longsor dibawah
tanah/intrusl alr laut
3. pengoperasian 1. pencemaran udara
H dieseligenset 2. keblsingan
4. coceran darl calr (minyak & 1. pencemaran alr & udara Iahan, alr tanah,
bahan yang gas lemzk), badan penerima
disimpan bau, padatan alr
*) mencakup Flsik kimla, sosckbud dan kesehatan masyarakat
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UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

2. realsi perubs agama/ma-
syarakat

1. tidak puas atas ganti nugi

| 1. kercsahan penghumitema
akibet kotidakpastion
mendzpat tempat ditahan
yang beru

1. pencemaran debu dan kebi
singan

2. Kemacetan lalu lintas &
Kensakzn prasarana
wnun

1.Keresahan & kecembuaruan

.

sosie)

I. pencermanen sir dan
pencemann wlar

1. keringnya sumur pen-
duduk

2. longsor dihawzh tanalv
intrusi air tswt

1l 1. pencemaren udara
2. kebisingan

2. Mobilisasi tenaga kerja

Pembebasan lahan

Penggusuran penghuni lama

mobilisasi material &

peralatan besar

2. Mobilisasi tenaga kerja

kegiaten pergudangan

pemakaian air (tanah
dangkal stau tanzh dalam)

pengoperasian dicsel

,yang dihasilken hanus dibawah

:, Upaya Pengelolsan Dampak
Jenis Dampak Penyebeb Dampak
Teknis Pengelolazn ) Spesifikesi Lokasi
2 design
1 L. keresahan sostal 1. Penentuan lokasi Informasi pada masyarakat &

instasi yang terkait serta
pemuka agema tentang rencana
kegistan

Ganti rugi yang memadai dan
pendekatan /musyawarah
dengan masyaraket

kepastian untuk N
prioritas ditempat baru

Pengaturan keacpatan
kendaragn, pembersihan &
penyiraman sccara
berkala,perhaiken dan
pemeliharaan prasasena wmum

Prioritas uniuk tenaga ketja

sctempat dan penyuluhan
terhadap tenaga beja dari Juar

Pembnatan septic tank yang
standar untuk pembuangan we;
pembuatan tempat samypah
dengan ukuren yang memadai;

izin pengambilan sir tanzh
dalam (SIPA);pemaknian air
PAM; mengolzh air limbah
dengan kuslites tertentu misal
unluk penyiraman taman dll,

meredam kebisingan & gas

amhang batas

10
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VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak
yang dipantau

Tolok ukur | Lokasi, Waktu dan | Teknik
yang dipantau | pemantauan | frekuensi pemantauan
, pemantauan ‘

-

*) Catatan : 1.

Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan  dini  bagi
timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan,

Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantavan terhadap dampak kegiatan
dengan skala yang memadai.

Hasil pemantavan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan
UPL.

Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang
akan dikelola.

11
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VII. PELAPORAN
Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. BKPM/BKPMD jika pemhangunan proyek menggunakan fasilitas
PMA/PMDN

2. Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
3. Bapedal
4. Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam
bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

’

12




MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.L
NOMOR : 35/KP/M1/1995
TANGGAL : 28 PEBRUARI 1995

PEDOMAN TEKNIS -
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN PERBENGKELAN

PENDAHULUAN

l.

Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana

kegiatan Perbengkelan.
Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.1458/Kp/X11/84

tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94
tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan .

e. Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan

UPL

A



II.
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URAIAN RENCANA KEGIATAN

l.

Data Umum Perusahaan

Nama Perusahaan ,
[Nama Badan Usaha sesuai dengan’yang tercantum dalam akte pendirian
Perusahaan ]

Alamat Kantor
Telp
Faksimil

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab Kegiatan

Lokasi Rencana Kegiatan
- Jalan :

- Desa

- Kecamatan

- Kabupaten

- Propinsi

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-
bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh
dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak
Mengelola (pilih yang sesuai)

Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang
sesuai)

Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman



MENTERI PERDAGANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

—

penerbitan (tahun)

" No. Jenis izin | Nomer dan tanggal | Pemberi izin | Masa berlaku
2
1.

20

dst.

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan
i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen
kegiatan yang bersangkutan.

IR Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No. Uraian Jumlah dan satuan | Kualifikasi | Tempat asal
pendidikan | tenaga kerja

*)

1. Teknis
| 2. | Non Teknis
*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar
propinsi)

2. RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksi
o Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atau Bekas kegiatan
lain)

Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan
lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika
uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
- Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana
relokasi penduduk dan sarananya (utilitas).



MENTERI PERDAGANGAN
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b. Konstruksi

Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.

Untuk Perbengkelan yang baru dibangun misal, jika dilakukan
pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk
menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang
digunakan,

Untuk Perbengkelan yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan
lain perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan
lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan

Pemakaian tenaga kerja

c. Operasi

Rencana

Uraikan tentang kegiatan bengkel apa saja yang dilakukan,
parkir kendaraan bagi pengguna jasa. '

Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan.
Uraikan tentang penanganan dan atau penyimpanan barang-
barang yang disimpan, misal barang-barang yang sensitive

terhadap bau, mudah terbakar,, korosif, dan lain sebagainya.
Demikian juga tentang cara penanganan cecerannya.

Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

" No.

Pemanfaatan lahan untuk Luas (ha)

Bangunan
Resapan air atau taman

Parkir, jalan dll yang kedap air

Total luas lahan yang dimiliki

Catatan :

dilampirkan peta atan layoutnya dengan skala yang wmemadai, dan Patuhi
ketentuan daerah hijau (BCR) yang ditetapkan daerah,




4.
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Rencana Penggunaan Energi

No. " Penggunaan Energi | Jenis energi | Asal/Sumber | Kapasitas "
1. Penerangan lokasi Listrik , | -PLN _
' - Genset
2, Operasional - dll
bengkel
3. dst....
" Jumlah "
Rencana Penggunaan Air
" No. Penggunaan Air untuk Asal/sumber air | Volume (m3 /hari "
1. Operasional bengkel
2. Penyiraman taman dan :
| lingkungan
3. dst....
" Volume total "
Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air

dalan dari instansi yang berwenang

Bagan alir
Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian bengkel.
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7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihastikan dan rencana penanganannya

Jenis Jumlah/

Rencana

No. | Rencana/ | Kegiataan yang
tahap menghasilkan Limbah Volume | Penanganan
kegiatan limbah/ ’’ Limbah
Cemaran lain
1. Pra l
Konstruksi i
2, Konstruksi | Pengakutan Debu | J
material |
Penggunaan alat | Debu J
berat ‘
-3, Operasi Bongkar muat Ceceran/ l
(padat, l
cairan,de
bu/gas)
Pengangkutan Debu
barang ]

RONA LINGKUNGAN

1, Kualitas Udara

Parameter

Nilai )

Perda/Nasional)

Baku mutu lingkungan
(sesual SK Gubernur/

NOx)

Debu

Kebisingan

Dst...

1. Gas (CO, Ph, SOx,

“dnt priser afau sekunder dan CARTUIRAD o unnnya
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2. Kualitas Badan Air Penerima

No. Parameter Nilai *) Baku mutu lingkungan
(sesuai SK Gubernur/

A ‘Perda/Nasional)
1. | Padatan
tersuspensi
2, | pH
3. | COD

Catatan : *)  data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatip)
cantumkan satuannya
. Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi
lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur
ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait
dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

4. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan
Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila
ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan
(dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

S. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan
berada (jika ada)
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DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG

T — ———T
Kegl: yang berpotens] Komponen Tolok ukur dampak/
menghasilkan [imbzah dan Jenls limbah Jenls dampak # Lingkungan yang limbah **)
menimbulkan dampak ! terkena dampak
1. Pra 1. Penentuan lokast - 1. keresahan sosial Masyarakat sekitar ada (daknya
Konstruksl 2. reaks) petnuka rencana keglatan kercazhan
agama/masyarakat ’ [}
2. Pembebasan lahan 1. tidak puas atas gant! rugl
3. Penggusuran penghunl lama 1. keresahan penghuni lama 1. Penghunl lama
(uniuk bekas lahan darl akibat keitdakpastlan
keglatan latn) mendapat tempat dilahan
yang baru
2. Koastruks) 1.mobilisasl material & peralatan deby, bistng 1. pencemaran debu dan 1. udara & |
besar keblsingan masyarakat
2. Kemacetan halu lintas & 2. Masyarakat sekltar
Kerusakan prasarana
umum
2. Mobtilsasi tenaga kerja 1. keresahan & kecemburuan
soslal
1. keglatan 1. limbah 1. pencemnaran alr dao
pecbenghelan calr,padat pencemaran udara
dan gas
2. pemnakaian alr (lanah dangkal 1. kertngnya sumuor pen-
atau tanzh dalam) duduk
2. longsor dibawah tanah/
Intrus! alr laut
3. pengoperasian diesel/genset 1. pencemaran udara
dan peralatan bengkel 2. keblsingan
4. penytmpanan bahan untuk calr , bau 1. pencemaran alr & udara
keglatan bengkel
*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat
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UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

v

Jents Dampak

Penyehab Dampak

Upaya Pengclolaan Dampak

’

Teknls Pengelolaan ’

Spesifikasl
design

Lokas!

1. keresahan sostal
2. reaksl pemuka agama/
masyarakat

1. tidak puas atas gant! rugl

1. kereszhan penghuni lama
akibat ketldakpastian
mendapat (empat dilahan
yang baru

1. pencemaran debu dan
keblsingan

2. Ketnaceian lalv lintas &
Kerusakan prasaruna
umum

Keresahan & kecrinburuan
soslal

1. pencemaran alr dan
pencemaran udara

Lkeringnya sumnur penduduk

1. pencemaran udara
2. keblsingan

1. Pencntuzn lokasl
2. Mobillsasl {enaga kerja

" Pembebasan tahan

Informasl pada masyarakal &
Instast yang (erkail serta pemuka
agama lentang rencana Keglalan

Ganti rugl yang memadal dan
pendckatan /musyawarah
dengan masyarakat

Aonatl

untuk p

Pengg penghunl laina

mobliisas! materlal &
peratatan besar

Moahtllsasl tenaga kerja

keglatun perbengkelan

pemakalan alr (lanah
dangkal atau tanzh dalam)

pengoperasian dicsel/
peralatan bengkel

L4

prioritas ditempat baru

Pengaturan kecepaian
kendaraan, pembersihan &
penylraman sccara
berkala,perbatkan dan
pemcltharaan prasarana umum

PFrioritas untuk tenaga kerja
selempat dan penyvluhan
terhiadap tenaga kerja darl luar

Penakatan wadah yang antl
bocor uniuk menampung olle
bekas dan coceran olle dan
dlangkul dan diserahkan kepada
yang herwenang pada waklu
yang teluh ditentukan

tzin pengambtian air tanah
datum (S1IPA);pemakalan atr
PAM;

meredam kebisingan & gas yang
dihastlkan harus dibawzh
ambang balas
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VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Jenis Dampak
yang dipantau

Tolok ukur yang Lokasi Waktu dan Teknik
dipantau pemantauan frekuensi

» ] pemantauvan | pemantauan

*)

*) Catatan :

Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan
dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh rencana kegiatan.

Apar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauvan terhadap
dampak kegiatan dengan skala yang memadai.

Hasil pemantavan  agar  dilampirkan dalam laporan
pelaksanaan UKL dan UPL.

Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis
dampak yang akan dikelola.

10
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VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1.
2.
3.

4.

BKPM/BKPMD jika pembangunan pr.oyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
Bapedal

Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam bulan sekali
atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11
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LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 35/KP/11/1995
TANGGAL : 28 PEBRUARI 1995
PEDOMAN TEKNIS,

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)

DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TOKO BAHAN KIMIA

I. PENDAHULUAN

l.

Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana
kegiatan Perbhengkelan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

a.

b.

Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.1458/Kp/X11/84
tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94
tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan .

Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan
UPL



MENTERI PERDAGANGAN |
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II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

l.

Data Umum Perusahaan

a. Nama Perusahaan
[Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian
Perusahaan ]

b. Alamat Kantor
Telp :
Faksimil :

c. Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab Kegiatan

d. Lokasi Rencana Kegiatan
- Jalan :
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- Propinsi

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-
bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh
dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

e, Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak
“Mengelola (pilih yang sesuai)

f. Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang
sesuai)

g. Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman
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h, Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

Jenis izin

Pemberi izin

Nomor dan tanggal
penerbitan

(tahun)

Masa berlaku

Catatan ; Dilampirkan Copy perizinan
i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yYang mengpambarkan kedudukan penanggung jawah
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen
kegiatan yang bersangkutan,

A Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.

Uraian Kualifikasi

pendidikan

Jumlah dan satuan Tempat asa|

tenaga kerja
%)

Teknis

2. Non Teknig

*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, lyar
propinsi)

RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksj
e Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atay Bekas kegiatan
lain)
- Untuk Iahan Yang masih bary dijelaskan proses pembebasan

lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika
uang berapa besarnya atay relokasi penduduk dan Sarananya),

- Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana
relokasi penduduk dan Sarananya (utilitas),

———J|
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b. Konstruksi
° Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.
- Untuk Toko yang baru dibangun misal, jika dilakukan
F ol .
pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk
menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang
digunakan,

- Untuk Toko yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan lain perlu
diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan lahan;
teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan

° Pemakaian tenaga Kerja

c. Operasi

® Uraikan tentang kegiatan toko bahan kimia apa saja yang
dilakukan (menjual, menyimpan dll)

® Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan.

® Uraikan tentang penanganan dan atau penyimpanan barang-
barang yang disimpan, misal barang-barang yang sensitive
terhadap bau, mudah terbakar,, korosif, dan lain sebagainya.
Demikian juga tentang cara penanganan cecerannya.

Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.
No. Pemanfaatan lahan untuk Luas (ha)
Bangunan
2 Resapan air atau taman
3. Parkir, jalan dll yang kedap air
Total luas lahan yang dimiliki
Catatan ; dinmpirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan Patuhi

ketentuan daerah hijan (BCR) yang ditetapkan daerah,
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4, Rencana Penggunaan Energi

- Penggunaan Energi | Jenis energi | Asal/Sumber Kapasitas
Penerangan lokasi Listrik ' ’( -PLN

- Genset
Operasional Toko -dl
bengkel
dst....

,L Jumlah

S. Rencana Penggunaan Air

No. J Penggunaan Air untuk Asal/sumber air | Volume (m3 /hari 1,

1. Operasional toko
2, { Penyiraman taman dan }
lingkungan
3. dst....
_J Volume total

Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air
dalam dari instansi yang berwenang

6. Bagan alir
Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian toko bahan kimia
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7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihasilkan dan rencana penangaminnya
No. | Rencana/ Kegiataan yang Jenis Jumlah/ | Rencana
tahap menghasilkan Limbah Volume | Penanganan
kegiatan limbah/ r Limbah
Cemaran lain
1. Pra
Konstruksi
2. Konstruksi | Pengakutan Debu
material
Penggunaan alat | Debu
berat
3. Operasi Penjualan & Ceceran
penyimpanan bahan
bahan kimia kimia
B3/gas
Pengangkutan Debu
barang
B3: Bahan Beracun Berbahaya
III. RONA LING}(UNGAN
1.  Kualitas Udara
No. Parameter Nilai *) | Baku mutu lingkungan
(sesuvai SK Gubernur/
Perda/Nasional)
I. Ceceran bahan
kimia/B3 (gas/cair)
2. dst
primer atau sekunder dan cantumkan satuannya




2.

Kualitas Badan Air Penerima
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No. Parameter Nilai ¥) Baku mutu lingkungan
(sesuai SK Gubernur/
Perda/Nasional)

1. Padatan

tersuspensi

2. pH

3. COD

4. Minyak

5. Dst...

Catatan : *)

Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekoromi dan budaya masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi
lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur
ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait
dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila
ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan

data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatip)
cantumkan satuannya
Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku

(dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan

berada (jika ada)
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IV. DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG
TERKENA DAMPAK
Rencana Keglatan Kegiatan yang berpotens! .
menghasilkan fimbah dan Jenls limbah | Jents dampak'®
menimbutkan dampak
1. Pra 1. Penentuan lokas} - 1. kereszhan sostal Masyarakat sokitar ada Udaknys
Konstruks) 2, reaks) pemuka rencana kegiatan keresahan
agama/masyarakat
2. Pembebasan kahan 1. (dak puas ates gaatl rug)
3. Penggusuran penghuni lama 1. keresahan penghun! lama 1. Penghun! lama
(untuk bekas lahan darl akibat ketldakpasilan
kegiatan latn) mendapat tempat dilatan
yang baru
2. Konstrukel 1.moblilsas] material & peralatan debu, blsing 1. pencemaran debu dan 1. udara &
besar keblsingan masyarakat
2. Kemacetan lafu (intas & 2. Masyzrakat sekitar
Kerusakan prasarana
umum
2. Moblilsas) tenaga kerja 1. keresahan & kecemburusn
sostz)
3, Operssl - 1. keglatan penjuatan dan 1. Umbah .p alr dan badan alr dan udara baku mulu yang "~
penylmpanan bahan kimla calr,padat pencemaran udara beriaku (nasional
dan gas 2. keresahan masyarakat atau daerah
3. pengoperastan dlesel/gensel 1. pencemarah udara
2. keblsingan

*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat
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UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

—_— e
— S e ———
Upaya Pmn}ohan Dampak
Jenis Dampak Penyebab Dampa g
Tekals Pengelolean Spesifikas Lokas!
design
1. keresahan sosla) 1. Penentuan lokas} Informasl pada masysrakat &
2. reaks! pemuka agama/ 2. Mobllisasi tenaga kerja Instast yang terkalt serta pemuka
masyarakat agama lentang rencana keglatan
1. Udak puas atas gant) Pembebasan latian Gantl rugl yang memadal dan
rugl pendeliatan /musyawarah
dengan masyarakat
L. kereszhan penghunilama Penggusuran penghuni lama kepastian untuk dap
akibat ketldakpastian prioritas ditempat baru
mendapat tempatdilahan
yang baru
1. pencermaran debu dan moblilsasl material & Penigaturan kecepatan
peralatan besar kendarasn, pembersthan &
2. Kemacetan klu lintas & penyiraman secara
Kerusakan praserana berkala,perbatkan dan
umum pemellharaan prasargna umum
Keresahan,kecemburuan Mobllisas! tenaga kerja Prioritas untuk tenaga kerfa
soslal selempal dan penyuluhan
- terhadap tenaga kerja darl luar
1. pencemnaran alr dan keglatan penjualan dan Pemakatan wadah yeng antl
pencemaran udara penyimpanan bahan kimta bocor untuk menampung
ceceran bahan kimla dan
dikelola sesual aturan yang
berlaku
pengoperasian diesel meredam keblsingan & gas yang
dihasiikan harus dibawah
ambang batas

ll
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VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Jenis Dampak
yang dipantau

Tolok ukur yang Lokasi Waktu dan Teknik
dipantau pemantaugn frekuensi

pemantauan | pemantauan

9

*) Catatan :

Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan -
dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh rencana kegiatan.

Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauvan terhadap
dampak kegiatan dengan skala yang memadai.

Hasil pemantavan  agar  dilampirkan dalam laporan
pelaksanaan UKL dan UPL.

Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis
dampak yang akan dikelola.

10
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PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1.

2.

3.

4.

BKPM/BKPMD jika pemh:mgun:m‘pmyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)

Bapedal

Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam bulan sekali
atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/11/1995
TANGGAL .. : 28 PEBRUARI 1995

PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN LINGKUP PERDAGANGAN

PERNYATAAN PELAKSANAAN

Contoh surat pernyataan pelaksanaan UKL dan UPL oleh pihak pemrakarsa. Penandatangan
pernyataan ini adalah penanggung jawab dari keseluruhan rencana usaha atau kegiatan.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Alamat

Jabatan

Nama Perusahaan/Proyek

Alamat Kantor

Lokasi rencana usaha atau Kegiatan
Jenis rencana usaha atau kegiatan

Dengan ini menyatakan, bahwa

1. Dokumen UKL dan UPL dari rencana usaha atau kegiatan tersebut di atas telah disusun
dengan memperhatikan pengarahan dari instansi teknis pembina yang membidangi
kegiatan yang bersangkutan;

2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai
dengan yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini serta bersedia dipantau
dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;

3. Bila kami tidak melaksanakan UKL dan UPL ini, kami bersedia menghentikan usaha
atau kegiatan tersebut di atas dan bersedia menanggung semua Kerugian serta segala
resiko yang ditimbulkannya;
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Kami bersedia memperbaharui dokumen UKL dan UPL ini apabila diperlukan, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. !

....’.‘..‘..'...Q.........’ ........'0199.
Yang memberi pernyataan,
". ........ l.......'...... ........ ese

Materai Rp. 1.000,-
dan cap perusahaan

( Nama_ terang )
Jabatan dalam perusahaan




